
BUPATI KONAWE

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR SO TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabiKtas kineija
Pemerintah Kabupaten Konawe salah satunya adal^
dengan menetapkan indikator kineija utama sebagai
dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran
strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dairi
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan
dalam perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Konawe
perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa
Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kineija Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025
Tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7124);
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3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kineija Utama dilingkungan Insteaisi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe (Lembar Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 278);

7. Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Tahun 2024 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN

2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Konawe.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Konawe.

Perangkat Daeraih yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat
daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

2.

3.

4.

5.
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6. Indikator Kineija Utama yang selanjutnya disingkat IKU
adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
organisasi.

7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang
selanjunya disebut IKU Pemerintah daerah adalah ukuran
keberhasilan dari sasaran strategis Pemerintah Daerah

8. Indikator Kineija Utama Perangkat Daerah yang
selanjunya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran
keberhasilan dari sasaran strategis Perangkat Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-
2029.

10. Kineija Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai
Tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.

11. Pengukuran kineija adalah kegiatan manajemen
khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai
dengan standar, rencana, atau target dengan
menggunakan indikator kineija yang telah ditetapkan.

12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan.

13. Output atau biasa yang disebut dengan keluaran adalah
hasil keija dari kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strateis dan tujuan
program serta kebijakan.

14. Outcome adalah dampak, manfaat, atau hasil yang
terukur dari suatu kegiatan atau program, yang biasanya
bersifat jangka menengah hingga panjang.

15. Peijanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan
indikator kineija.

16. Laporan Kineija adalah ikhtisar yang menjelasakan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kineija yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

17. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasian/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah
yang disusun secara periodik.
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19. kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh
Perangkat Daerah

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:
(1) Untuk memperoleh informasi kineija yang panting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kineija
secara baik; dan

(2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kineija dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari;
a. IKU Pemerintah Daerah; dan
b. IKU PD.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Setiap PD wajib menynsun IKU PD.

(2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala PD

BAB II

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

b. menyusun Dokumen Penetapan Kineija;

c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kineija; dan

d. melakukan evaluasi pencapaian kineija.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD

Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.

(2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah

dan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029.

(3) IKU Pemerintah Daerah diperoleh dari Indikator Kineija

Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.

(4) IKU PD diperoleh dari IKU Pemerintah Daerah dan/atau

IKU Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029.

(5) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan
beberapa hal yaitu:
a. kebutuhan informasi kineija untuk penyelenggaraan

akuntabilitas kineija
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c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan

ilmu pengetahuan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilolcukon dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BABY

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.
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Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 30
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

TAHUN 2025-2029

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

1.1.1
Meningkatya Kualitas Layanan
Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) (Jumlah Angka kematlan dl bag! jumlah

penduduk) di kali 1000

Dinas Kesehatan Dan Dinas

Pengendallan Penduduk Dan
Keluarga Berencana

1.1.2
Menlngkatnya Kualitas Layanan
Pendidikan Masyarakat

Rata Rata Lama Sekoiah

n

HLS = i X ̂
< = 1

dtmana:

RLS • Mma Mt«cNan pvnouduh um 20 lanun k* atM

a, •• Lama MkcHah panduduk >(•-> yang mhu«u> 26 i«mm

N ■ JucniaH p«fKkK*u>< WM« 28 lahwn ka atas

Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan

Harapan Lama Sekoiah

HLS pada umur a di tahun t = jumlah
penduduk usia 1 yang bersekolah pada tahun t
dl bag! jumlah penduduk usia 1 pada tahun t (i
= usia a, a + 1, n)

Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan

PARAF KOORDINASi j



NO SASARAN STRATEGIS INDZKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

2.1.1

Meningkatnya Pemerataan Ekonomt
dan Kesejahteraan Masyarakat
melaiui Penciptaan Lapangan Kerja
dan Penguatan Ekonomi Lokal yang
Inklusif

Angka Kemtskinan

K«t«ranc«n :
o ■ 0

« s garls kemisklnan.
jri ■ Rata-rata pengoluaran per kapita sebulan

pendttduk yang berada dibawah garis kcmitkinan

(l-l, 2, 3 q), yi < a
q " Banyaknya penduduk yang berada di bawah

garis kemiskinan.

n " Jumlab penduduk.

DInas Sosial, Dinas
Transmigrasi Dan Tenaga
Kerja, Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga

Berencana, Dinas KoperasI
Dan Usaha Kecil Menengah
Dan Dinas Kepemudaan Dan

Olahraga

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(Jumlah Pengangguran dl bagi Jumlah
Angkatan Kerja) dikali 100%

Dinas Sosial, Dinas
Transmigrasi Dan Tenaga
Kerja, Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga

Berencana, Dinas Koperasi
Dan Usaha Kecil Menengah
Dan Dinas Kepemudaan Dan

Olahraga

2.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi
(PDRB sektor unggulan tahun (n) di kurang
PDRB sektor unggulan tahun (n-1) di bagi
PDRB Sektor unggulan tahun (n-1)) X 100%

Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Dinas Perikanan, Dinas

Pariwisata Dan Ekonomi

Kreatif, Dinas Peternakan Dan
Kesehatan Hewan, Dinas

Tanaman Pangan,
Hortikultura Dan Perkebunan,
Dan Dinas Perdagangan Dan

Perlndustrian

Indeks Reformasi Hukum

Jumlah skor capaian selutuh dimensi di bagi
jumiah skor makslmal seluruh dimensi di kali
100%

Semua Opd

3.1.1

Meningkatnya Kualltas Tata Keloia
Pemerintahan yang Transparan,
Akuntabel, dan AntikorupsI

Nilai SAKIP Berdasarkan hasil peniialan KEMENPAN RB Semua Opd

Indeks Pencegahan Korupsi Daerah
Monitoring Controlling Surveillance for
Prevention (IPKD MCSP)

(Jumiah skor capaian seluruh dimensi
pencegahan -f jumlah skor maksimum) x 100

Semua Opd

-ARAF KCRi
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

NHai Capaian Hastt Evaluasi Kineija
Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah
(EKPPD)

(Bobot penllalan capaian kineije makro +
capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah) Berdasarkan basil
penllalan KEMENDAGRl

Semua Opd

Kepatuhan Pelayanan Pubtik
Berdasarkan basil survei kepatuhan stadar
pelayanan publik yang dilaksanakan oleb
OMBUDSMAN

Semua Opd

4.1.1

Terlestarinya Tradisi, Sen! dan Praktik
Budaya Lokal sebagai Indentitas
Masyarakat

Persentase Tradisi, Sent, Cagar, dan
Warlsan Budaya yang Dllestarikan

lumlab unsur budaya yang dllestarikan dibagi
Total Unsur budaya yang terverifikasi kail 100

Dinas Soslal, Dinas
Pendidlkan Dan Kefoudayaan,
Dan Dinas Perpustakaan Dan

Kearslpan

4,1.2

Meningkatnya kualitas kehidupan
masyarakat yang harmonis, aman,
dan toleran melalui penguatan
kerukunan antar umat beragama
serta penurunan angka kriminalitas

Angka Kriminalltas (crime rate)

^ 1-1L ^ J

Keterangan :
a * 0

z • garis kemlskinan.

jri - Rata-rata pengetuaran per kapita sebulan

penduduk yang berada dibawah garia kcmiaklnan

(i«l, 2, 3 q), yi< z

q s Banyaknya pcnduduk yang bcrada di bawah

garia kemlskinan.
n ' jumlah pcnduduk.

Satuan PolisI Pamong Pi^a,
Dinas Perumaban Dan

Kawasan Permuklman, Badan
Kesatuan Bangsa Dan Polltik

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Jumlab skor capaian selurub dimensi ((Skor
Toleransl+Skor Kesetaraan+Skor Keija Sama)
bagi jumlab skor makslmum selurub dImensI
kali 100

Satuan Pollsl Pamong Praja,
Dinas Perumaban Dan

Kawasan Permukiman, Badan
Kesatuan Bangsa Dan Polltik

4.1.3

Terwujudnya Keluarga Berkuaiitas,
Kesetaraan Gender dan Masyarakat
Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Jumlab IPM perempuan di bagi OIPM Lakl-laki
dikali 100

Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perllndungan

Anak

5.1.1
Terwujudnya Kemandirian Pangan
yang Berkelanjutan

PrevalensI Ketidakcukupan Konsumsi
Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Jumlab penduduk dengan konsumsi energi <
kebutuban minimum di bagi jumlab total
penduduk kali 100

Dinas Ketabanan Pangan,
Dinas Perlkanan, Dinas

Petemakan Dan Kesebatan

Hewan, Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura Dan

Perkebunan

PARAF KOORD" .
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NO SASARAN STRATEGZS INDZKATOR KZNERIA UTAMA FORMULASZ PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

5.1.2

Terwujudnya Ungkungan Hidup
Berkualitas dan Resilienst terhadap
Bencana

Zndeks Kualltas Ungkungan HIdup (ZKLH)
ZKLH = Zndeks kualltas udara +indeks

kualltas air + indeks tutupan vegetasi

DInas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang, Badan
Penanggulangan Bencana

Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja, DInas Soslal, DInas

Ungkungan HIdup

Zndeks Resiko Bencana

DIterbltkan oleh BNPB melalul Pusat Data,
ZnformasI, dan Komunlkasi Kebencanaan
(Pusdatlnkom)

DInas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang, Badan
Penanggulangan Bencana

Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja, Dinas Soslal, Dinas

Ungkungan HIdup

6.1.1

Meningkatnya Konektivitas Wilayah
dan Pemerataan Akses Infrastruktur

Dasar untuk Menurunkan Disparitas
Antar Wilayah

Rasio konektivitas kab/kota

P = e/V (I)

Keterangan:
B - Indeks konektivitas

e = Jumlah jaringan transportasi (jalan) yang
menghubungkan satuan pcmukiman (kota)

V " Jumlah satuan pemukiman di suatu wilayah

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa, Dinas
Transmigrasi Dan Tenaga
Keija, Kecamatan, Dinas
Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang, Dinas
Perumahan Dan Kawasan

Permuklman Dan DInas

Perhubungan

Persentase Desa Mandiri
Jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh
desa kali 100%

DInas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa, Dinas
Transmigrasi Dan Tenaga
Keija, Kecamatan, DInas
Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang, Dinas
Perumahan Dan Kawasan

Permuklman Dan Dinas

Perhubungan

PARAF KOORDINASI
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INDIKATOR KtNERJA

UTAMA

KONDISI
TARGET CAPAIAN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS FORMULAS! SATUAN AWAL

2024
TAHUN

2025

TAHUN

2026

TAHUN

2027

TAHUN

2028

TAHUN

2029

TAHUN

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.1
Mcntngkatya Kualitas Layanan
Kesetatan Masyarakat

Angka Harapan HIdup (AHH)
(Jumlah Angka kematian dl bag! jumlah penduduk) dl
kail 1000

Tahun 70,61 70,71 70,81 70,91 71,01 71,11 71,21

1.1.2
Meningkatnya Kualitas Layanan
Pendldikan Masyarakat

Rata Rata Lama Sekotah

i =» 1

Tahun 9,69 9,75 10,09 10,43 10,77 11,11 11,45

Harapan Lama Sekolah
HLS pada umur a dl tahun t - jumlah penduduk usia 1
yang bersekolah pada tahun t dl bag! Jumlah
penduduk usIa i pada tahun t(i - usIa a, a +1 n)

Tahun 13,05 13,26 13,36 13,46 13,56 13,66 13,76

Z1.1

Meningkatnya Pemerstaan Ek<momi
dan Kesejahteraan Masyarakat melalui
Penciptaan Lapangan Kerja dan
Penguatan Ekenomi Lokal yang
hkluslf

Angka Kemiskinan

>yt»niwpui t
• '0

ji ■ KaitArnita peatcelacrw per keplte seMelsa
pbBdwle* pMf bcrsde dib«ia«h lirinlilrlnen

qj.yi < ■
^ « BaByekny* pendttdHk puf bera4e di teweti

sairto keiBtelcituaa.
B • JvAlefa pend«4«k.

% 13,27 12,27 12,25 10,12 9,05 8,07 7,09

Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT)

(Jumlah Pengangguran dl bagi Jumlah Angkatan
Kerja) dikail 100% % 2,95 2,88 2,75 2,70 2,50 2,10 2,00

1 MRAF KOORDI
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INDIKATORKINERJA

UTAMA

KONDISI
TARGET CAPAIAN KMERJA

NO SASARAN STRATEGIS FORMULAS! SATUAN AWAL

2024
TAHUN

2025

TAHUN

2026

TAHUN

2027

TAHUN

2028

TAHUN

2029

TAHUN

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MeningKatnya Pertumbuhan Ekonomi Laju Partumbuhan Ekonomi
(PDRB saktor unggulan tahun (n) di kurang PDRB
saktor unggulan tahun {n-1) dl bagi PDRB Saktor
unggulan tahun (n>1)) X100%

% 11,82 15,43 18,32 17,28 16,16 14,79 13,52

Indaks RaformasI Hukum
Jumlah skor capaian salutuh dimansi dl bagi jumlah
skor maksimal sakiruh dimansi di kali 100%

NQai 69,01 68,01 71,00 74,00 75,50 77,00 78,50

t«lalSAKIP Bardasarkan hasil panilalan KEMENPAN RB NHai 67,27 68,00 71,00 73,00 76,00 79,00 81,00

3.1.1

Maningkatnya Ku^itas Tata Keloia
Pwnerintahan yang Transparan,
Akufltabel, dan Antikorupsi

Indaks Pancegahan Korupsi
Dawah Monitoring Controlling
Survalilanca for Prevantion (tPKD
MCSP)

(Jumiah skor capaian seluruh dimansi pancagahan +
Jumlah skor maksimum) * 100 NOai 58,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

NHal Capaian Hasll Evaluasi
Kinarja Penyelenggaraan
Pamarintah Daarah (EKPPD)

(Bobot paniiaian capaian kinerja makro + capaian
kinarja panyalanggaraan urusan pamarintahan da^ah)
Bardasarkan hasll paniiaian KEMENDAGRI

Nilal 3,406 3,550 3,700 3,850 4,000 4,200 4.500

l^atuhan Palay»ian Pubfik
Bardasarkan hasll survai kapatuhan stedar pal^anm
publik yang dllaksanakan olah OMBUDSMAN NHai 88,87 89,87 90,37 90,87 91,37 91,87 92,37

41.1

Teriestarinya Tradisi, SenI dan Praktik
Budaya Lokai sabagai indanttes
Masyarakat

Parsentasa Tradia, SanI, Cagar,
dan Warlsan Budaya yang
Dllastarikan

Jumlah unsur budaya yang dllastarikan dibagi Total
Unsur budaya yang tarvarifikasi kali 100

% - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

41.2

Maningkatnya kualHas kehidupan
masyarakat yang harmonis, aman, dan
toiaran malalui penguatan karukunan
antar umat beragama sarta panurunan
angka kriminalitas

Angka Kriminalitas (crima rata)

T)

X

• ■ 0

t ■ Ban* lifiBldlrtiiwi.

ft " fm Mfcolaan
AAawaIi ftHa tomtotBlMA

psfia
ft • IftMlfth p«n4»dhft^

ICnf'V-v ■ >■

Par 100.000
panduduk 193,95 129,00 128,00 127,00 103,27 103,11 103,00
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NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERM

UTAMA
FORMULASI SATUAN

KONDISI

AWAL

2024

TARGET CAPAIAN KINERJA

TAHUN

2025

TAHUN

2026

TAHUN

2027

TAHUN

2028

TAHUN

2029

TAHUN

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indeks Kerukunan Umat

Beragama (IKUB)

Jumiah skor capalan seluruh dimensi ((Skor
Toleransi+Skor Kesetaraan>Skor Kerja Sama) bag!
Jumiah skor maksimum seluruh dimensi kail 100

NHai ■ 85,00 88,00 91,00 94,00 97,00 100,00

4.U

Torwujudnya Keiu&rga BerkuatKas,
Kasetaraan Gender dan Masyarakat
Inklusif

Indeka Pembangunan Gender
(IPG)

Jumiah IPM perempuan dl bagi OIPM LakiJakI dikall
100

Nilal 9331 93,65 93,80 9335 94,10 94,25 94,40

5.1.1
Termijudnya Kemandlrian Pangan
yang Berkelanjutan

Prevafensi Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan (Prevalence of
Undernourishment)

Jumiah penduduk dengan konsumsi energi <
k^utuhan minimum di bagi jumiah total penduduk
kainoo

% 17,14 15,80 1430 1330 11,90 10,50 9,00

5.1.2

Tarwi^(hya Ungkungan Hidup
Berkuaiitaa dan Resiliensi terhadi^
B^icana

Indeks Kualitas LIngkungan
HIdup (IKLH)

IKLH = Indeks kualitas udara -t-lndeks kualitas air *

Indeks tutupan vegetasi NHai 79,31 82,65 8232 83,00 83,17 83,34 83,34

Irtdeks Resiko Bencana
Diterfottkan oleh BNP6 melalul Pusat Data, tnfcvmasl,
dan KomunikasI Kebencanaan (Pusdatinkom)

NH^ 155,79 155,59 155,39 155,19 154,90 154.70 154,50

6.1.1

Meningkatnya Konektivitas Wilay^
dan Pemerataan Akses Infrastruktur

Dasar untuk Menurunkan Disparitas
Antar Wilayah

Raslo konektivitas kab/krrta

^ = (1)

KetcnAgBn:
B = Indekf konekiivitu

0 ~ Jumlkhjarin^n transportKi (jal«n)y«iig
monghubungkan aatuon pemukinHut <kota)

V = Jumiah MUuaa penttdciman di tuatu wilayah

NHai 85,62 85,62 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00

BSraf koordinasi
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NO SASARAN STRATEGY
INDIKATOR KINERJA

UTAMA
FORMULASI SATUAN

KONDISI

AWAL

2024

TARGET CAPAtAN KINERJA

TAHUN

2025

TAHUN

2026

TAHUN

2027

TAHUN

2028

TAHUN

2029

TAHUN

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PerMntase Desa Mandiii
«fumlah desa mandiri dibagi jumlah seiuruh desa kal
100%

% 0,000 0,003 0,014 0,021 0,027 0,034 0,041
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